PERATURAN MENTERT HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : M-01-HT.01-10 Tahun 2007
TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BAC AN HUKUM DAN
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENYAMPAIAN PENMBERITAHUAN
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

Menimrbang:

Mengingat;

Menetapkan:

DENGAN RAHMAT TU! 1AN YANG MAH \ ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASAST MANUSIA,

bahwa untuk melaksanakan ketertuan Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 dan
mengatur tata cara penga’uan permohonan pengesahan badan hukum
can  persetujuan perubahan  anggrran dasar, penyampaian
pemberitahuan  perubahan anggaran dasar dan perubahan data
Ferseroan ' vang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan Menter|
Hukum dan Hak Asasi Maiusia Republik Indonesia tentang Tata Cara
Fengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan
Perut ahan Anggaran Dasar, Penyampalan Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar dan Peruhahan Data Perseroan.

L. Undang-Undang Nomor 40 Tanun 2007 tentany Perseroal, Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur 2007 Nomor 106,
TamlLahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesic Nomor 94 Tahun 2006
tentang Perubahan ketiga atas Peratucan Presicen Nomor 09 Tahun
2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsl, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R=pubilk Indonesia
Momor M.09.PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasl Dan Tata
Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasl Manusia Republik
Inconesiz: 5

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAAAN BADAN HUKUM
DAN PERSETUIUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENYAMPALAN

PEMBERITAHUAN - PERUBAHAN ANGGARAN DASAIR DAN FZRUBAHAN
LATA PERSEROAN



BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri iny yang dimaksud dengan:

l +

L.t

(1)

(2

(1)

(2)

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah bacan bukum
¥oig merupakan persekutuan modal, gicirikan berdasarkan perjanjian, melakukan
kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disebul Sisminbakum adzalah
Jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam p-oses pengesahan
bacdan kukum Perseroan dan proses pemberian persetujuan perubahan anggaran
dasar, penerimaan peinberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data
Puersergan  serla pemberian  informasi lainnya  secara elektronik, yang
diselenggarakan oleh Uircktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,

Format _sian adalah Format Isian Aktq Nutaris yang selanjutinya disebul 7 1AN,

FIAR Model [ adalah FIAN untuk permohonan pengesahan status badan [k
Perseroan,

FIAN Matle! 11 adalal V1AN untuk permohonan persetujuan perubahan Angaran
o Perser an.

FIAN - Model I adalah FIAN unluk Pettyampaan  pemberitabuan  serubahan
dnggaral, Jasar dan perubahan data Persergan yang diwojibkan oleh Undang-
Undang Hamor 40 Tahun 2007 tentang Persergan Terbatas.

Manteri adalah Menteri Hukum dan Hak Aasi Manusia.

Pejabat yang Ditunjuk adalah Direklur Jendurl Administrasi Hukum Umunn,

BAB 11
PENGESAHAN BADAN HUKUM PERSEROAN

Pasal 2
Pengajuan permohonan pengesahan badan hukum Perseroan dilakukan oleh
Notaris sebagai kuasa dari pendiri,

Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan kepada
Menteri atau Pejabat vang Ditunjuk, :

Pasal 3
Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diajukan oleh Notaris
melalui Sisminbakum dengan cara mengisi FIAN Model I setelah pemakaian nama
disetujul Manteri atau Pejabat yang Ditunjuk dan dilengkapi keterangan mengenai
doki'men pendukung. -
Ketentuan mengenai bentuk FIAN Model I tercantum pada Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri in.



(1]

(2

(<]

3

(4)

(3)

Pasal 4
Menteri atau Pejabat yang Dilunjuk dapat menyatakan tidak berkeberatan atau
menolak permohonan yang dinjukan sc Bagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
Pernyataan ticdak berkeboratan atay penclakan sebagaimana dimaksuid pada ayat
(1) dilakukan langsany velalui Sisminbakum,

Pasal 5
Jika FIAN sebagaimana cCimaksud dalam Pasal 3 ayat (11 dan keterangan
mengenal  dokumen pendukung  telah  sesyai dengan ketentuan peraturan
perundarg-u wangan, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk la s5UNG rnenyatakan
lidak berkeberatan atas permobonan yirng bersangkutan.
Dalar jangka waktu paling lambat 30 (ligd puluh) hari terhitung sejak tanggal
perny.taan tidak berkeberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris yang
bersangkuton wejib menyampaikan secina fisik surat permohonan yang dilampiri
dokurien pendukung dan dibustikan dengan tanda terima.
Jik s mua persyaratan sebagaimana dimaksyd pada ayat (2) telah dipenuhi secarg
lengkip, paling lambat 7 (tujuh) liari, Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk
mene: bitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perse-oan.

Pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditanc atangani secara clektronik.

Pasal 6
Apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung
senagaimana dimaksud dalam Pa.al 5 ayat (2) tidak dipenuhi, Menteri atau Pejabat
yang Ditunjuk 'angsuig memberitahukan hal tersebut kepada Notaris melalui
Sisminbakum, dan permyataan tiday berkeberatan sebagaimena dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) menjadi gugur.
Jika Motaris dapat membuktikan teloh menyampz.kan secara fisik permohonan
yvang dilampiri dokumen pendukung dalam batas wakty sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (2}, maka pernyataan tidak be-heberatan tidak menjadi gugur |
Nowris seliagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyampaikan secara fisik
surat kedua yang dilampiri dokurmen pendukung paling lambat 37 (tiga puluh} hari
terhitung sejak tanggal pemberitahuan cebugaimana dimaksud pada ayat ¢1).
Dalam hal pernyataan tidak berkeberatan qugur, pemohon sehagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat mengajukan kembali permohonan untuk memgearaleh:
Keputusan Menteri melalui cara sebagaimana dimaksud dalam Pasai 3 ayat (1)
dengan memperhatikan ketentuan batas waktu 60 (enam puluh) hari terhitung
sejok tanggal akta pendirian ditandatangani. X
Dalam hal permohonan untuk memperaleh Keputusan Mentor: tidak diajukan dalam
jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian
ditandatangani, 1)aka akta pendirian & 3l sejak lewainya jengka waktu tersebut
dan Perseroan yang belum memperoleh slatus badan hulum dubar karema hukum
dan pembereSannya dilakukan oleh peadis,



a.
b.

Ci

(1)
(2)

(3)

Pazal 7

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

salinan akta pendirian Perservan dan salinan akta perubahan pendirian Perseroan,

jika ada;

salinan akta peleburan dalam hal pendirian persaroan dilakukan dalam rangka

peleburan;

bukti pembayaran biaya untuk: .

1) persetujuan pemakaian nama;

2} pengesahan badan hukum Perseroan; dan

3). pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia,

bukti setor modal Perseroan berupa: -

1). slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening
Jersama atas nama para pendiri atau pernyataan telah inenyetor modal
Perseroan yang ditandatangani oleh Sémua anggota Direksi bersarna-sama
semua pendiri serta semua anggola Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran
modal dalam hentuk uang; i

2) keterangan penilaian dari ahli vang tidak teraflliasi atau bukli pembelian
barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain vang yang diserlai
PeNgunuUman dalam surat kabar jika setoran_dalam bentuk bencla tidak
bergerak,;

3) . Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri Keuangan hag
Perseroan Persero; atai Gl
4) neraca dari Perseroan atau neraca dari badan usaha bukan badan hukum yang
" dimas Jkkan sebagai setoran modal,
surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari Pengelola Gedung atau surat
pernyataan tentang alamat lengkap Perseraan yang ditandatangani oleh semua
anggota Direksi bersama-sama semua pendifl serta semua anggotda Dewa.
Fornisaris Perseroan: dan

dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan perundana-
undangan.

BAB ITI

PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN AN.GGARJ@N DASAR PERSEROAN
Pasalg '

Menteri memberikan persetujuan Akta perubahan anggaran dasar Perseroan,
Akta perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. nama dan/atag tempat kedudukan: i .. A
. maksud dan tujuan serta kegiatan usahia;
C. jangka waktu;
d. besainya modal dasar; Tetat ey
€. pengurangan modal ditempatkan clan disetor; dan/atau
f. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuiza atau sebaliknya,
Unfuk  memperoleh persetujuan  akta perubahan anggaran dasar Perseroan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris sebagai kuasa direks;

mengajukan permohonan kepada Menteri atau Pejabat yang Ditunjuk.

T T T s



Pasal 9

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat () dan ayat (2) diajukan
olch ‘Notaris melaluy| Sisminbakum dengan cara mengisi FIAN Model II dan
dilentikapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

(2) Permhonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai nama Perseroan
diajulan setelah pemakaian nema disetujui Menter| atau Pejabat vang Ditunjuk.

(3) Ketentuan meng:nai bentuk FIAN Medal IT tercantum pada Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terplsahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10
Ketentuar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Paszl 6 mutatis mJtandis
berlaku bagi pengajuan permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar.

Pasal 11
Dokumen perduxung bagi persetujuan akta perubahan anggaran dasar meliputi:

a. salinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan:

b. Nomar Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh Notaris;

€. buxti pembayaran Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar;

d. bukti pembayaran pengumuman dalam Tembahan Berita Negara Republik

Indonesia;

bukii setor modal Perseroan dari banl: atas nama Perseroan atau neraca Persercan

jika perubahan anggaran dasar mengenai pe lingkatan modal Perseroan;

f. pehgufmuman dalam surat kabar jika perubahan anggaran dasar mengenai
pengurangan mocde|:

9. surat keterangan alamat lengkap Perseroan aari Pengelola Gedung atau surat
pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari direksi Perseroan jika alamat

lengkap Perseroan berubah: dan '

h. dokumen pendukung lain dari instansi terkzit sesuai dengan peraturan pe rundang-
undangan.

w

BAL TV

PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN (15 SAR PERSEROAN
DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN

FPazal 12

(1) Akla perubaban aagoaran casar perseroan yang harus diberitalukan kepada
Muateri ickalah perubalian anggaran dasar diluar ketentuan Pasal 8 ayat (2).
(2} Perubahan dula Perserann yang harus diberitahukan kepada Menteri meliputi;
a. L abahan nama pemegang saham dan jumiah saham yang dimilikinya-
b. parubahan nama anggata Direksi dan Dewan Komisaris:
¢ perebaban alamet lengkap Perseroan;
d. pembubaran Perseruan;
e. Lerakhirnya status badan hukum  karena hukum akibat penggabungan,
peleburan, pemisahan murni, dan
f. telah berakhirnya proses likuidasi



(3) Pemb zritahuan akta perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dan perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2,
disampaikan oleh Notaris selaku kuasa direksi kepada Menter| atau Pejabat yang
Dituniuk.

(4) Dalam hal Perubahan data Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memcrlukan izin Jdari instansi terkait pemberitahuan kepada Menteri atau Pejabiat

y-ng Ditunjuk disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak
tanggal izin tersebut diterbitkan,

Fasal 13
(1) Pemberitahuan set againana cdimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diajukan oleh
Notaris nelalui Sisminbakum tdengan cara mengisi FIAN Model IIT dar chlengkapi
keterangan mengenai dokumen pendukung, i
() Ketentuan mengenai lontuk FIAN Modl T tercantum pada Lampinm 111 Wil
' merugakan bagian ticik terpisabilcnn i Peraturan Menterd ini, '

Paal 100
Ketentaan sebagaimana cdivnaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal & Mulatis molandie

Lerlaku bagi Peryampaian pemberilalivdiy poerubahan anyggaran dasar dan perubahan
tlesler Perseroann.

Pasal 15
(1) Dokumen pendukung bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar meliputi:

a. salinan akta perubahan anggaran dasar Ferseroan; ,

b. salinan akta penggabungan bagi perubahan anggaran wuasar vyang tic'ak
mzmerlukan persetujuan;

C. bukti pembayaran pengumuman dalum Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia; :

d. dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dokumen pendukung bagi perubahan data Perseroan meliputi:

a. prrubahan nama pemegang saham, dokumen pendukungnya meliputi  salinan
akta perubahan nama pemegang saham dan jumlah saham vyang dimilikinya
dilengkapi dengan akta pemindahan hak atas sahum;

b. perubahan susunan nama anggota Direks dan/atau Dewan Komisaris, dokumen
pendukungnya meliputi salinan akta perubahan nama angqota Direksi danfatau
Dewan “omisaris dilengkapi dengan Berita Acara RUPS atay notula RUPS atau.
keputusan pemegang saham di luar RUPS;

c. perubahan alamat lengkap Perseroan, dokumen pendukungiiya meliputi surat
keterangan alamat lengkap dari Pengelola Gedung atau surat pernyataan
tentang alamat lengkap Perseroan cari direksi Perseroan,

“(3) Dokumen pendukung bagi pembubaran Perseroan meliputis

3. Berita Acara RUPS atau notula RUPS dan pengumumall pembubaran dalam
surat kabar, karena Perseroan bubar berdasarkan keputusan RLIPS:

b. Berita Acara RUPS atau notula RUPS, karena berakhimya jangka waktu
berdirinya Perseroan;

C. penetapan pergudilan;



(4)

(1

(2)

do sewat kelerangan dari likuidlator yung menyalakan harta pailit Perseroan tidak

cukup untuk me.nbayar biaya kepailitan;

g. sura. keterangan dari kurator vang menyatakan bahwa Perceroan yang telahk
dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi n :

f. surat kelerangan dari instansi yang mencabut izin usaha Perseroan.

Ookumen pendukung bagi berakhirmya status badan hukum Perseroan karena

hukum meliputi; ;

a. salinin akta penggabungan, karena terjadinya penggabungan;

b. salinan akla peleburan, karena terjadinya peleburan:

€. salinan akta pemlzahan murni, karena terjadinya pemisahan murni.

Cokumen pendukung Lelah berakhirnya p oses licuidasi Perseroan meliputi:

a. pemberitahuan dari likuidator atau kurator mengenai pertanggungjawaban hasil
akhir proses likuidasi dan pengumuman dalam surat kabar mengenai pelunasan
dan pembebasan kepada likuidator ala kirator;

b. Pengumuman dalam surat kabar mengenai hasil penggabungan atau peleburan
atau pemisahan murmi.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Notaris yang wilayah kerjanya:

a. belum mempunyai jaringan él=ktronik; atau

b. juringan elektroniknya tidak dapat digunakan yang diumumkan resmi oleh
pemerintah Republik Indonesia.

dapat mengajukan permohonan pengesahan baden hukum sebagaimana dimaksud

pada Bal II, permohonan pers.:tujuan perubanan anggaran casar sebagaimana

dimaksud pada Bab III dan penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksug

pada Bab IV secara manual. -

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:

a. Dokumen pendukung sebagaimana dimeksud dalam Pasal 7, Pasal 11 atau
Pasal 15; dan

b. Surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunik:isi (PT. Telkom Tbk)
setempat yang menyalakan bahwa wilayah kerja Notaris ‘ang bersangkutan
belum terjangkau oleh fasilitas internet.

BAL VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Perubahan Jata Poersercan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a,
huruf b, turuf.d, hurdf e dan huruf t yanc telah dilaksanakan s=belum tanyga' 16
Agustus 2007 harus disampaikan pemberitahuannya oleh Notaris kepada Menteri atau
Pejabat yag Ditunjuk dalam jangke waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari
terhitung sejak tanggal diberlakukannya peraturan Menteri Ini. '



(1)

(2)

{4)

Pasal 19
Perseroan yang telah memperoieh status badan hukum berdacarken peraturan
perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal
16 Agustus 2007 wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengar Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007.

Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan cara mengubah
seluruli anggaran dasar Perseroan.

Perubahan selurih anggaran dasar udlam rangka penyesuaian sebagairmana
dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Notaris kepada Menteri atau Pejabat yang
Ditunjuk Lntuk m :mpeoleh persetujuan melalui Sisminbakum dengan cara mengisi
FIAN model II dan dilengkapi keterangan imengenai dokumen pencukung.
Perubahan sebaqaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pula mengenai nama-
nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimilikinya serta nama deri
anggola dircksi dan Dewan Komisaris secara lengkap.

Pasal 19

Dokumen pendukung bagi penyesuaian anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 meliputi; '

a.

D,
o
d

salinan akta perubahan anggaran.dzsar Perseroan;

Nomor Pokok Wi jib Pajak (NPWP) yang dileqalisir oleh Notaris;

bukti pembayaran Penyesuaian Anggaran Dasar;

bukti setor modal Perseroan dari bank atas nama Ferseroan atau neraca Perseroan
jika Perseroan juga melakusan peningkatan modal; :
pengumuman dalam surat kabar jika Perserdan juga melakukan pengurangan
modal:

surat keterangan alaat lengkap Perscroan dari Pengelola Gedung atau surat
permyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari direksi Perseroan; dan

dokumen pendukung lain dari instansi terkait jika diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTLIP

Fasal 20

Pada saat peraturan Menteri ini mulai berlaku:

.

Keputusay Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.HT.01.01
Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permoalwonan
dan Pengesahan Akta 17endirian can Persetujuan Akta Perubahart Anggaran Dasar
Perseroar: Terbatas dan peraturan pelaksanaann.a; :

Keputds i Menteri Kehokiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M .02 HT.01.01
Tahun 2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Tata Cara Penyamgpizian Laporan Akta
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya;
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.01.HT.01.10 Tahun
2000 tangur! 19 Juni 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan



Pengaszhan  Akta  Pendirian, Persetujuan,
Pembertahuan Akta Perubahan An
pelaksanaanriya;

dicabut can dinyatakan tidak berlaku,

Penyampaian  Laporan, dan
ggaran Dasar Persercan Terbatas dan peraturan

Pasal ™1

Oeraturan Menteri ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 September 2007,

MENTERL HLII%M DAN HAK ASASI M/\NUSIA

7 AT IRERDIRI IK INDONEST A
A

MATTALATTA



